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Abstrak 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2015 merupakan salah satu putusan penting yang memberikan arah penafsiran hukum dalam sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia. Putusan ini memuat pertimbangan hukum yang signifikan terkait penerapan asas privity of contract, batasan doktrin piercing the corporate veil, penegakan kedaulatan moneter, serta pembuktian wanprestasi dalam perjanjian bisnis lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan tersebut dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu keterikatan kontrak terhadap pihak non-penandatangan dalam struktur grup perusahaan, kewajiban konversi ganti rugi dalam mata uang asing ke Rupiah, serta penerapan pembelaan exceptio non adimpleti contractus dalam sengketa wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan pengadilan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menegakkan asas privity of contract dengan menolak pembebanan tanggung jawab kontraktual kepada entitas asing yang tidak menandatangani perjanjian, sekaligus membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil hanya pada kondisi penyalahgunaan badan hukum yang terbukti secara nyata. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan kedaulatan moneter Indonesia dengan mewajibkan konversi nilai ganti rugi ke dalam Rupiah berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Putusan ini juga menegaskan bahwa beban pembuktian wanprestasi tetap berada pada pihak tergugat, dan pembelaan exceptio non adimpleti contractus tidak dapat diterima tanpa pembuktian hubungan kausal yang kuat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015 berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip hukum kontrak internasional dan ketentuan hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi lintas negara.
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1. Latar Belakang
Globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan intensitas transaksi perdagangan lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi. Perkembangan ini tidak hanya memperluas peluang investasi dan kerja sama bisnis internasional, tetapi juga meningkatkan potensi timbulnya sengketa kontraktual yang kompleks. Sengketa tersebut sering kali tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi semata, melainkan juga menyentuh persoalan mendasar mengenai penerapan asas-asas hukum kontrak internasional, yurisdiksi pengadilan, struktur grup perusahaan multinasional, serta keberlakuan hukum nasional dalam konteks transaksi global. Dalam kondisi demikian, peran pengadilan nasional menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi para pihak, dan perlindungan kepentingan nasional.
Dalam hukum kontrak internasional, asas privity of contract merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara sah menyatakan persetujuannya. Asas ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta membatasi tanggung jawab kontraktual agar tidak meluas secara tidak proporsional kepada pihak-pihak yang tidak pernah menyatakan kehendak untuk terikat. Namun, dalam praktik bisnis modern yang didominasi oleh struktur grup perusahaan multinasional, asas ini kerap diuji. Hubungan ekonomi yang erat, pengendalian manajerial oleh perusahaan induk, serta integrasi operasional antar-entitas sering kali mendorong pihak yang dirugikan untuk mencoba menarik perusahaan afiliasi atau induk ke dalam sengketa kontrak, meskipun secara formal tidak tercantum sebagai pihak dalam perjanjian. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai batas penerapan asas privity of contract dan relevansi doktrin piercing the corporate veil dalam konteks kontrak dagang internasional (Purnomo & Lestari, 2021; Velentina, 2020).
Doktrin piercing the corporate veil pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip kepribadian hukum terpisah (separate legal entity). Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menembus tabir badan hukum apabila terbukti bahwa bentuk perseroan telah disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti penipuan, penghindaran kewajiban, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pengendali perusahaan. Dalam konteks hukum perusahaan dan kontrak internasional, penerapan doktrin ini harus dilakukan secara sangat hati-hati, karena penerapan yang terlalu longgar berpotensi merusak prinsip dasar tanggung jawab terbatas yang menjadi fondasi dunia usaha modern. Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa pengadilan di banyak negara cenderung restriktif dalam menerapkan doktrin ini, khususnya dalam sengketa kontraktual, kecuali terdapat bukti kuat mengenai fraud atau bad faith (Kurniawan, 2022; McKendrick, 2020).
Di Indonesia, permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2015. Perkara ini berawal dari sengketa kontrak internasional berupa Agreement for Supply Equipment antara PT National Sago Prima dan PT Ion Exchange Indonesia, dengan nilai kontrak yang sangat signifikan dan menggunakan mata uang asing. Sengketa timbul akibat tuduhan wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak tergugat. Namun, kompleksitas perkara meningkat ketika penggugat berupaya menarik dua entitas asing yang masih berada dalam satu grup perusahaan, yakni PT Ion Exchange Malaysia dan Ion Exchange India, ke dalam sengketa, meskipun keduanya tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Upaya ini secara langsung menantang penerapan asas privity of contract serta membuka ruang diskusi mengenai batas tanggung jawab dalam struktur grup perusahaan internasional.
Selain persoalan keterikatan kontraktual, perkara ini juga mengangkat isu penting mengenai kedaulatan moneter (monetary sovereignty). Dalam praktik perdagangan internasional, penggunaan mata uang asing—khususnya Dolar Amerika Serikat—merupakan hal yang lazim, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai satuan nilai kontrak. Namun, ketika sengketa tersebut diperiksa dan dieksekusi oleh pengadilan nasional, timbul pertanyaan mengenai mata uang apa yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan putusan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara tegas mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran dan pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan sistem moneter nasional. Sejumlah penelitian terkini menegaskan bahwa kebijakan semacam ini merupakan praktik yang lazim dan sah dalam hukum internasional, selama tidak meniadakan substansi hak para pihak dalam kontrak (Siregar & Putri, 2020; Nugroho, 2023).
Aspek lain yang tidak kalah penting dalam putusan tersebut adalah penilaian Mahkamah Agung terhadap pembelaan exceptio non adimpleti contractus dalam konteks wanprestasi. Doktrin ini memberikan hak kepada salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik untuk menunda pemenuhan kewajibannya apabila pihak lawan terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun diakui dalam doktrin hukum kontrak, penerapan pembelaan ini menuntut pembuktian yang ketat, khususnya mengenai hubungan kausal antara kelalaian pihak lawan dan ketidakmampuan pihak tergugat untuk melaksanakan prestasinya. Literatur hukum terbaru menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk tidak menerima pembelaan ini secara otomatis, melainkan menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak yang mengajukannya demi menjaga prinsip pacta sunt servanda dan itikad baik dalam kontrak (Rahman, 2021; Santoso, 2024).
Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015 tidak dapat dipandang sekadar sebagai penyelesaian sengketa bisnis biasa. Putusan ini memiliki signifikansi yang lebih luas karena memberikan penegasan operasional terhadap penerapan asas privity of contract, pembatasan doktrin piercing the corporate veil, penegakan kedaulatan moneter melalui konversi mata uang, serta standar pembuktian dalam wanprestasi kontrak internasional. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan ini menjadi relevan dan penting, baik dari perspektif akademik maupun praktis, guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dagang internasional di Indonesia serta memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam merancang dan melaksanakan kontrak lintas negara di masa mendatang.
2. Metode Penelitian
[bookmark: _Hlk67818453]Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma, asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi:

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum positif yang menjadi dasar penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna mengidentifikasi asas hukum, kaidah normatif, serta keterkaitannya dengan penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara.
Dalam penelitian ini, kajian utama diarahkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber hukum perikatan di Indonesia. Pasal 1320 KUHPerdata digunakan untuk menganalisis syarat sahnya perjanjian, khususnya terkait adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak yang menentukan siapa saja yang secara hukum terikat dalam suatu kontrak. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata dijadikan dasar untuk menelaah prinsip pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam menilai kewajiban pelaksanaan kontrak serta konsekuensi hukum dari wanprestasi. Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdata dianalisis secara khusus untuk menegaskan penerapan asas privity of contract, yakni bahwa perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang secara langsung mengikatkan diri di dalamnya.
Selain KUHPerdata, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai regulasi khusus yang mencerminkan prinsip kedaulatan moneter negara. Pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut dianalisis untuk memahami kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (1) dijadikan dasar normatif untuk menilai keabsahan perintah pengadilan terkait konversi kewajiban pembayaran dari mata uang asing ke Rupiah dalam pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Analisis terhadap ketentuan ini penting untuk menilai konsistensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak para pihak dengan ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa (mandatory rules).
Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini juga mencakup penelaahan terhadap regulasi lain yang relevan dengan transaksi dalam valuta asing dan pelaksanaan kontrak internasional, termasuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait penggunaan mata uang asing dalam transaksi tertentu serta kebijakan hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan di bidang perdata. Penelaahan tersebut dilakukan untuk memahami batas-batas normatif yang dapat diberlakukan terhadap kontrak internasional tanpa menghilangkan substansi hak dan kewajiban para pihak.
Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka sistem hukum secara utuh. Dengan demikian, statute approach berfungsi untuk menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2992 K/Pdt/2015 telah selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian, serta tujuan pembentukan undang-undang. Pendekatan ini sekaligus memberikan landasan normatif yang kuat dalam menganalisis konsistensi penerapan hukum nasional terhadap sengketa kontrak dagang internasional yang melibatkan unsur asing.
Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2015 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini menempatkan putusan pengadilan bukan sekadar sebagai hasil akhir dari proses peradilan, melainkan sebagai sumber hukum yang mengandung argumentasi yuridis, penafsiran norma, serta penerapan asas-asas hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional.
Analisis dalam pendekatan kasus difokuskan pada pengkajian ratio decidendi atau alasan hukum utama yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini mengidentifikasi dan menafsirkan argumentasi hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menegakkan asas privity of contract, membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil, serta menilai kedudukan para pihak dalam struktur grup perusahaan multinasional. Dengan menelusuri ratio decidendi, penelitian berupaya memahami pola penalaran hukum yang digunakan hakim dalam mengaitkan fakta perkara dengan norma hukum yang berlaku.
Selain ratio decidendi, penelitian ini juga menganalisis secara komprehensif bagian pertimbangan hukum (considerans) putusan, termasuk penilaian terhadap alat bukti, dalil para pihak, serta argumentasi hukum yang diajukan dalam tingkat judex facti dan judex juris. Analisis ini penting untuk melihat bagaimana Mahkamah Agung menilai konsistensi antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana pertimbangan Mahkamah Agung mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam sengketa kontrak internasional.
Pendekatan kasus juga digunakan untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum yang bersifat fundamental, seperti asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas privity of contract, serta prinsip kedaulatan moneter dalam konteks konversi mata uang asing. Dengan menelaah bagaimana asas-asas tersebut dioperasionalkan dalam putusan, penelitian ini dapat menilai konsistensi penerapan hukum oleh Mahkamah Agung serta relevansinya terhadap praktik kontrak dagang internasional di Indonesia.
Lebih lanjut, pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis. Putusan Mahkamah Agung dianalisis sebagai preseden yudisial yang berpotensi menjadi rujukan bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini menilai implikasi normatif dan praktis dari Putusan Nomor 2992 K/Pdt/2015 terhadap perkembangan hukum kontrak internasional dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi sengketa yang melibatkan pihak asing dan transaksi lintas negara.
Dengan menggunakan pendekatan kasus secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pola penafsiran dan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung, sekaligus memperkuat argumentasi penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan membangun pemahaman teoretis terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi landasan utama dalam analisis sengketa kontrak dagang internasional sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015. Pendekatan ini berangkat dari doktrin hukum dan pemikiran para sarjana (doctrine-driven approach) yang berfungsi untuk menafsirkan, mengklarifikasi, serta menguji penerapan konsep hukum dalam praktik peradilan.
Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual difokuskan pada beberapa konsep kunci dalam hukum kontrak internasional. Pertama, konsep privity of contract dikaji sebagai asas fundamental yang menentukan batas keterikatan kontraktual para pihak. Analisis konseptual terhadap asas ini digunakan untuk menilai legitimasi yuridis penolakan Mahkamah Agung terhadap upaya menarik pihak asing non-penandatangan kontrak ke dalam sengketa, serta untuk memahami posisi asas tersebut dalam sistem hukum perjanjian Indonesia dan praktik internasional.
Kedua, konsep piercing the corporate veil dianalisis sebagai doktrin pengecualian terhadap prinsip kepribadian hukum terpisah (separate legal entity). Pendekatan konseptual terhadap doktrin ini bertujuan untuk mengidentifikasi syarat-syarat teoretis dan batasan penerapannya, khususnya dalam konteks sengketa kontrak internasional yang melibatkan struktur grup perusahaan multinasional. Melalui kajian doktrinal, penelitian ini menilai apakah pertimbangan Mahkamah Agung selaras dengan teori dan praktik umum dalam hukum perusahaan dan hukum kontrak internasional.
Ketiga, konsep monetary sovereignty atau kedaulatan moneter dikaji untuk memahami dasar teoretis kewenangan negara dalam mengatur penggunaan mata uang nasional, termasuk dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut kewajiban pembayaran dalam valuta asing. Analisis konseptual terhadap prinsip ini digunakan untuk menilai rasionalitas dan legitimasi penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang oleh Mahkamah Agung, serta untuk menempatkan putusan tersebut dalam kerangka hubungan antara kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa (mandatory rules).
Keempat, doktrin exceptio non adimpleti contractus dianalisis sebagai mekanisme pembelaan dalam perjanjian timbal balik yang berkaitan erat dengan prinsip itikad baik dan keseimbangan prestasi para pihak. Pendekatan konseptual terhadap doktrin ini digunakan untuk menilai standar pembuktian yang diterapkan Mahkamah Agung dalam menilai pembelaan wanprestasi, serta untuk menguji konsistensi penerapannya dengan teori hukum kontrak yang berkembang dalam literatur nasional dan internasional.
Pengumpulan bahan hukum dalam pendekatan konseptual ini dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum kontrak internasional dan hukum perusahaan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta komentar para ahli yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang dianalisis.
Melalui pendekatan konseptual ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga bersifat analitis dan evaluatif. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dengan kerangka konseptual dan doktrinal yang berlaku, sehingga memperkuat argumentasi penelitian dalam menjelaskan implikasi teoretis dan praktis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015 terhadap perkembangan hukum dagang internasional di Indonesia.
Metode yuridis normatif ini dipilih karena mampu memberikan landasan analitis yang kuat dalam memahami konsistensi penerapan hukum oleh Mahkamah Agung serta relevansinya terhadap praktik kontrak dagang internasional di Indonesia. 
3. Hasil dan Diskusi
[bookmark: _Hlk67818599]3.1. Penerapan Asas Privity of Contract dan Batasan Piercing the Corporate Veil dalam Struktur Grup Perusahaan Internasional
Asas privity of contract atau dalam literatur hukum Belanda sering disebut sebagai relativiteit van overeenkomsten, merupakan prinsip sentral dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.  Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya."  Dalam konteks Putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015, penerapan asas ini diuji ketika Penggugat berusaha memperluas tanggung jawab kontraktual tidak hanya kepada PT Ion Exchange Indonesia sebagai penandatangan, tetapi juga kepada entitas afiliasinya di Malaysia dan India.
Mahkamah Agung, dalam pertimbangan hukumnya, secara konsisten dan teguh memegang prinsip ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena PT Ion Exchange Malaysia dan Ion Exchange India tidak menandatangani Agreement for Supply Equipment tanggal 26 Agustus 2010, maka mereka tidak dapat diikat oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, apalagi sampai dihadapkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam sengketa wanprestasi ini.  Keputusan ini mencerminkan pendekatan formal yang kuat, di mana kepribadian hukum masing-masing perusahaan (corporate legal personality) yang terpisah dianggap sebagai suatu realitas hukum yang harus dihormati. Dalam dunia bisnis modern yang ditandai dengan struktur grup perusahaan yang kompleks, pendekatan ini memberikan kepastian hukum. Setiap entitas dalam grup diperlakukan sebagai subjek hukum yang independen, sehingga risiko kontraktual satu entitas tidak serta-merta menjadi beban entitas lainnya hanya karena keduanya berada di bawah kendali induk perusahaan yang sama.
Penegasan MA ini sekaligus membatasi ruang gerak penerapan doktrin "piercing the corporate veil" atau "doorprikken van de rechtspersoon" dalam ranah hukum kontrak. Doktrin ini pada dasarnya merupakan pengecualian dari prinsip keterpisahan kepribadian hukum, yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan formalitas badan hukum dan menuntut pertanggungjawaban kepada pihak di belakangnya (seperti pemegang saham atau perusahaan induk), biasanya dalam situasi dimana terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan penipuan (fraud), penyesatan (misrepresentation), atau untuk menghindari kewajiban hukum yang sah.
Dalam perkara ini, Penggugat barangkali berargumen bahwa ketiga entitas Ion Exchange tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan ekonomi (single economic entity) sehingga tanggung jawab Tergugat I seharusnya dapat dibebankan juga kepada afiliasinya. Namun, Mahkamah Agung tampaknya tidak menemukan bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa PT Ion Exchange Indonesia didirikan atau dijalankan dengan itikad buruk semata-mata untuk menipu kreditur, atau bahwa terdapat penyalahgunaan bentuk hukum secara dominan dan sistematis.  Tanpa adanya elemen penipuan atau penyalahgunaan yang nyata, MA memilih untuk tidak "menusuk" tabir perusahaan tersebut. 
Putusan ini mengisyaratkan bahwa dalam hukum kontrak Indonesia, doktrin piercing the corporate veil tidak dapat diterapkan secara mudah hanya dengan alasan keterkaitan ekonomi atau operasional dalam satu grup perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penerapan doktrin tersebut, yang bertujuan untuk tidak mengikis prinsip fundamental kepribadian hukum terbatas yang menjadi pondasi dunia korporasi modern.
Namun, menarik untuk dicatat bahwa di tengah penegasan privity of contract terhadap substansi perikatan, Mahkamah Agung justru mengukuhkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara ini. Kewenangan ini didasarkan pada klausul choice of forum atau pilihan forum yang tercantum dalam kontrak.  Klausul semacam ini, yang merupakan hal lazim dalam kontrak internasional, pada dasarnya adalah perjanjian para pihak untuk menunjuk suatu pengadilan atau forum arbitrase tertentu yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan mengakui dan memberlakukan klausul ini, MA menunjukkan penghormatan terhadap otonomi para pihak (party autonomy) dalam hukum perjanjian internasional. 
Dengan demikian, putusan ini menciptakan sebuah paradigma yang jelas: dari sudut pandang substansi, hanya penandatangan kontrak yang terikat; tetapi dari sudut pandang acara, klausul prosedural dalam kontrak (seperti choice of forum) mengikat para penandatangan dan menjadi dasar yang sah bagi pengadilan Indonesia untuk memeriksa sengketa. Hal ini memperkuat posisi hukum Indonesia sebagai forum yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa kontrak internasional, selama para pihak secara sukarela telah memilihnya.
3.2. Kedaulatan Moneter, Konversi Valuta Asing, dan Dinamika Pembuktian Wanprestasi
Selain aspek keterikatan kontrak, Putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015 juga memberikan pencerahan penting mengenai dua aspek materiil lain yang tak kalah krusial: penegakan kedaulatan moneter melalui konversi mata uang dan penilaian terhadap pembelaan exceptio non adimpleti contractus.
Pertama, terkait konversi mata uang. Amar putusan MA memerintahkan agar ganti rugi yang dikabulkan, yang semula dituntut dalam Dolar AS, harus dibayarkan dalam Rupiah setelah dilakukan konversi. Keputusan ini bukanlah sekadar langkah administratif atau teknis belaka, melainkan merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan moneter (monetary sovereignty) sebuah negara. Mahkamah Agung secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menyatakan dengan tegas, "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah."  Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa "Dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut pembayaran sejumlah uang, penghitungannya dinyatakan dalam Rupiah." 
Dengan berpegang pada ketentuan ini, MA menegaskan supremasi hukum nasional dalam pelaksanaan putusan perdata internasional di wilayah teritorial Indonesia. Putusan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada pelaku bisnis internasional bahwa meskipun kontrak dapat dinilai dan dieksekusi dalam mata uang asing untuk kemudahan transaksi, pada akhirnya, ketika eksekusi putusan pengadilan harus dilakukan di Indonesia, hukum moneter Indonesia-lah yang berlaku. Ini adalah bentuk perlindungan kedaulatan ekonomi negara dan sekaligus upaya untuk mengurangi risiko kurs bagi pihak yang akan menerima pembayaran di dalam negeri.  Praktik ini juga sejalan dengan praktik di banyak yurisdiksi lain yang memiliki mata uangnya sendiri, di mana pengadilan domestik akan memerintahkan pembayaran dalam mata uang lokal untuk putusan yang dieksekusi di dalam negeri.
Kedua, mengenai beban pembuktian dalam wanprestasi. Dalam perkara ini, Tergugat I mengajukan pembelaan dengan mengemukakan exceptio non adimpleti contractus. Secara sederhana, pembelaan ini adalah suatu tangkisan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik (synallagmatische overeenkomst) bahwa ia tidak wajib memenuhi kewajibannya karena pihak lawan juga belum memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.  Dalam konteks ini, Tergugat I mungkin berargumen bahwa mereka tidak dapat disalahkan atas keterlambatan karena Penggugat sendiri telah lalai dalam memenuhi suatu kewajiban tertentu (misalnya, menyediakan akses lokasi atau pembayaran termin tertentu) yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan kewajiban Tergugat I.
Namun, Mahkamah Agung tidak serta-merta menerima pembelaan ini. Pertimbangan MA mengindikasikan bahwa beban pembuktian untuk membebaskan diri dari tuduhan wanprestasi tetap dibebankan secara mutlak kepada pihak yang dituduh, dalam hal ini Tergugat I.  Artinya, Tergugat I tidak cukup hanya menyatakan bahwa Penggugat juga lalai. Mereka harus membuktikan secara konkret: (a) bahwa memang terdapat kewajiban spesifik Penggugat yang tidak dipenuhi; (b) bahwa kelalaian Penggugat tersebut terjadi lebih dahulu atau bersamaan; dan (c) yang paling penting, bahwa terdapat hubungan kausal (causal link) yang langsung dan nyata antara kelalaian Penggugat dengan kegagalan Tergugat I dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya tepat waktu. 
Pendekatan MA ini sangat penting karena mencegah pihak yang wanprestasi untuk dengan mudah "cuci tangan" hanya dengan menuding pihak lawan. Putusan ini menegaskan bahwa masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kewajiban independen yang harus dipenuhi dengan itikad baik. Kelalaian satu pihak tidak serta-merta menjadi alasan pembenar (justification) bagi pihak lain untuk melalaikan kewajibannya, melainkan hanya dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi atau memodifikasi besarnya tanggung jawab, itupun harus dibuktikan dengan kuat. Dengan demikian, putusan ini pada dasarnya memperkuat prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi) dengan menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak yang diduga melanggarnya.
4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2992 K/Pdt/2015 merupakan landmark ruling yang memberikan kepastian dan pencerahan hukum dalam menyikapi sengketa kontrak dagang internasional. Pertama, putusan ini secara konsisten dan berani menegakkan asas privity of contract, dengan menolak menarik pihak asing non-penandatangan ke dalam sengketa. Hal ini memperkuat prinsip kepribadian hukum terpisah (separate legal entity) bagi setiap perusahaan dalam suatu grup, sekaligus membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil hanya untuk kasus-kasus dengan indikasi penyalahgunaan atau penipuan yang sangat kuat, dan tidak untuk sekadar alasan keterkaitan ekonomi. Kedua, putusan ini dengan tegas menegaskan kedaulatan moneter Indonesia melalui penerapan UU Mata Uang, dengan mewajibkan konversi seluruh kewajiban ganti rugi ke dalam Rupiah untuk tujuan eksekusi di dalam negeri. Ketiga, dalam hal pembuktian wanprestasi, putusan ini menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak yang dituduh wanprestasi, dan tidak mudah menerima pembelaan exceptio non adimpleti contractus tanpa disertai bukti yang kuat mengenai kausalitas kelalaian pihak lawan. Secara keseluruhan, putusan ini berhasil menciptakan keseimbangan antara menghormati prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dan sekaligus menegakkan ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa, sehingga menjadi pedoman berharga bagi dunia usaha dan praktik peradilan di Indonesia.
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